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WALIKOTA SABANG

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 4T TAHUN 2014

TENTANG

PEtrUNJUK OPERASIONAL BANTUAN SOSI.AL YANG TIDAK DAPAT

DIRENCANAI(AI{ UNTUK DANA KEMATI.AN DARI PEMERINTAH
KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

batrwa dalam rangka meumjudkan kepedulian sosial
pemerintah Kota sabang sebagai Penjabaran Rencana
Kerja Pemerintatr Kota Sabang dalam membantu
meringankrin beban masyarakat yang terkena musibah
dan bentuk tanggr.rng jawab moral serta mempakan
bagian dari fungsi pelayanan publik, tetah .tjalokasikan
dana kematian kepada atrli waris bag penduduk Kota
Sabang yang meninggd dunia;

bahwa unhrk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam
suaflr Perahrran Walikota; 

,
Undang-Undang Nomor 10 Tatrun 1965 tentang
Pembenhrkan Kotapraja Sabang dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tatrun 1956 tentang
Pembenhrkan Daerah Otonom l(abupaten di Propinsi
Sqmatera Utara (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tatrun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 27581;

b.
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tatrun L999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Konrpsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tatrun 1999 Nomor 75, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor . 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintatran Aceh (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tatrun 2006 Nomor 62, Tambatran lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor ' 11 Tahun 2OO9 tenta-ng
Kesejatrteraan Sosial (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2OO9 Nomor 12, Tambatran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a9671;
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 224, Tartbahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana
telatr diubah dengan Perafi.rran Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OL4 tentang Perubahan
atas , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
pedirfiiitatran Daeratr (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Perattrran Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungiawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
2O2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aO22l;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
ten'tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelo'laan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2Ol2 tentang
Perubahan atas Peraturan lvlenteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pddoman Pemberian Uib"h d"r,
Banhran Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Walikota Sabang Nomor 30 Tahun 2}ll
tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausatraan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta
Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan

'Sosial ' Pemerintah Kota Sabang, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Walikota Sabang Nomor 81
Tatrun 20ll tentang Pembahan atas Peraturan Walikota
Sabang Nomor 30 Tahun 2OLL tentang Tatacara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungiawaban serta Monitoring dan
Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Pemerintatr Kota Sabang;

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : PERATU,RAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK
OPERASIONAL BAI.ITUAN SOSI"AL YANG TIDAK DAPAT
DIRENCANAKAN UNTUK DANA KEMATIAN DARI
PEMERINTAH KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2015.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota

Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelen ggffa Pemerintah

Kota yang terdiri dari Walikota dan PEiangkat Daerah
Kota.

3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Bagran Kesejahteraan Ralryat Sekretariat Daerah Kotayalg selanjutnya disebut Bagran Kesra adalah Bagian

pada Sekretariat Daerah Kota Sabang.
5. Dana Kematian adalah bantuan sosial yang tidak dapatdirencan+"" yang diberikan kepada ahri wals pendud-uk

yangmeninggal dunia untuk dapat membantu biaya risiko
sosial unhrk uang duka dan dalam rangka membantu
qenyel.enggaraan jenazah .sebagai bentrlk kepedulian
Pemerintah Kota terhadap k"tu"rga yang terkena
musibah.

6. Dinas_ pendapatan, pengelolaan Keuangan, dan Kekayaan
?""ph yang selanjutnya disingkat DppKKD adalah Dirr..
P-endapatan, pengelolaan Keu*g"r, dan Kekayaan Daerah
Kota.

7. e.9j3b1t pengeloraan Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat ppKD adalah tepara satuan k"q-" pengelola
keuangan daerah yang merrppunyai tugas *Llarc".rakan
pengelolaan Anggaran pendapLtan dan Eehnja Kota.

8. Bendahara umum Daerah yang seranjutnya disingkatBUD adarah ppKD yanq uertinaat aa"* kapasltas
sebogai bendahara umum daerah.

9. Keuchik adalah Keuchik dalam wilayah Kota Sabang.
lo. penduduk adarah setiap orang yang berada di daiam

maupun. yang sedang keruar Kota yang memiliki KartuTanda penduduk dan ltau yang tercantum datanva dalam
Karfu Keluarga yang dikeluarkan oleh pemerintatr Kota.

BAB II
RUANG LINGKUP PEMBERI,AN DAN MEKANISME PEI{YALURAN

DANA KEMATIAN

Bagran Kesatu
Ruang Lingkr-rp pemberian Dana Kematian

Pasal 2
(1) Pemerintah Kota memberikan banhran dana sosial yang

tidak dapat direncanakan untuk Dana Kematian bagi ahl'i
waris dari penduduk yang meninggal dunia.
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(21 Dana kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diberikan kepada seluruh penduduk yang meninggal
dunia dalam wilayah atau di luar wilayah Kota sebesar:

a. Rp3.0OO.OO0,0O (tiga juta rupiah) untuk kematian
bagi penduduk berusia dibawah 9 (sembilan) tahun;
den

b. RpS.OOO.OOO,OO (lima juta rupiatr) unhrk kematian
bagi penduduk berusia 9 (sembilan) tahun keatas.

Dana kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (21tidak diberikan apabila penduduk yang meninggal
dunia diakibatkan oleh terjadinya bencana alam besar.

Bencana alam besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak
besar bag populasi manusia berupa banjir, letusan
gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, badai salju,
kekeringan, hujan €s, gelombang panas, badai tropis,
kebakaran liar dan wabatr penyakit.

Pasal 3

Pemberian dana kematian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dan ayat (21 diberikan bagr penduduk
meninggal dunia. i

Bagian Kedua
Mekanisme Penyaluran Dana Kematian

Pasal 4

(1) Dana kematian diberikan kepada ahli waris dengan
mengajukan permohonan sebagaimana yang ditentukan
dalam lampiran peratug,an ini disertai dengan
kelengkapan administrasi :

a. Usulan/permintaan terhrlis dari ahli waris;
b. Surat Keterangan Kematian dari Keuchik setempat

yang menerangkan identitas penduduk yang
meninggal dunia serta penyebabnya;

c. Fotokopi lhrhr Tanda Penduduk yang meninggal
dunia (apabila yang meninggd dunia sudah bemmur- L7 latau lebih) dan Karhr Keluarga yang memuat
nama penduduk yang meninggal dunia;

d. Surat keterangan ahli waris dari keuchik;
e. Fotokopi Karhr Tanda Penduduk pemohon lahli waris;
f. Surat Keterangan Bidan/Dokter apabila yang

meninggal dunia adalatr bayi baru lahir (neonatus).

(2)Persyaratan sebageimilu dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada pehrgas/panitia verifikasi masing
masing dibuat dalam rangkap 5 [ima) dengan
menunjukkan dokumen I(IP dan KK asli untuk validasi
data.

(3) Dana Kematian disalurkan setelatr proses administrasi
lenglrap.

(4) Berkas ...

(3)

(4)
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(4)'Berkas permohonan Dana Kematian tidak dapat diterima
apabila pemohon/ah[ waris tidak dapat memenuhi
ketentuan/persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dan ayat (2).

(5) Permohonan Dana Kematian tidak dapat diajukan oleh
pemohon lahlr waris yang melakukan pembunuhan yang
mengakibatkan yang bersanglmtan meninggal dunia.

Pasal 5

(1) Bagian Kesra memproses berkas permohonan Dana
Kematian yang dinyatakan lengkap untuk pembayaran
pada DPPKKD.

(2) PPKD sesuai permintaan membuat Surat Permintaan
Pembayaran dan Surat Perintah Membayar (SPM).

(3) Bendahara Umum Daerati (BUD) memproses dan
mengeluarkan Surat Perintatr Pencairan Dana (SP2D)
unttrk dibayarkan ke Rekening Bendahara Pengeluaran
PPKD.

(a) Bendahara Pengeluaran PPKD menyalurkan Dana
Kematian kepada Pemohon melalui Bagian Kesra.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Segala biaya Pelaksanaan dana Kematian dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang.

Pasal 7

Penyaluran dana kematian yagg diajukan pada akhir bulan
Desember dilakukan pencairan pada awal tahun selanjutnya.

Pasal 8

Peratrrran ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar , setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Da93h Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
ber 2Ol4

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 30 Desember 2014

fi,,,*ETARIS DAERAH KOTA SABANG, y'

,oJfus** t

BERTTA r^JilflT"lT*o*o IAHUN 2or4NoMoR 4t



LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 4I TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL BANTUAN SOSIAL
YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAIGN UNTUK
DANA KEMATIAN DARI PEMERINTAH KOTA
SABANG TAHUN ANGGARAN 2015

CONTOH SURAT PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL

Lampiran
Perihal

I (satu) berkas
Permohonan Bantuan Sosial

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama
Tempat, tangal lahir
Jenis Kelamin
Peke{aan
Alamat

Mengetahui:
Keuchik Qempong....

Sabang, .............. 20...

Kepada:
Yth. Bapak Walikota Sabang

di
Sabang

mewakil ahli waris d3r ...,...,. bin/binti ...... (sebutkan nama almarhum)
yang meningal dunia pada hari ......, tanggal ....... di memohon
bantuan dana untuk dapat merbantu bi"ya risiko sosial sebagai uang
duka dan dalqm rangka membaniu penyelenggaraan jenazah.

Yt qt kelengkapan adminstrasi, bersama ini turut kami ra"pirkan:
l. surat-Keterangan Kematian dengan megerangkan penyebab kematian

dari Keuchik setempat, / -
2. fotokgri IGrtu T3lda- Penduduk (KTp) yang meninggal dunia (apabila

eudah berumur 17 tatrun atau lebih),
3. fotokopi lGrtu Kcluarga (KK) yang memuat nama penduduk yang

meninggal dunia,
!. lurat keterangan ahli waris dari keuchik,
!. lotokopi lGrtu Tanda Penduduk (I(tp) pemohon/ahli waris, dan6. lrro! Keterangan Bidan/Dokter apabila yang meninggal dunia adalah

bayi baru lah,r (neonatus).

Demikian permohonan ini kami sarnpaikan kepada Bapak atas
bantuannya kami ucapkan terima kaEih.

Pemohon,



I..A,MPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SABANG

ils*l?ftdr 
rAHUN 2oL4

PETUNJUK OPERASIONAL BANTUAN SOSIAL
rANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN UNTUK
DANA KEMATI,AN DARI PEMERINTAH KOTA
SABANG TAHUN ANGGARAN 2015

CONTOH SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

(kop surat dinas keuchik)

SURAT KETERANGAN AHLI WARIS
Nomor:

Keuchik Gnmpong Kecnmatan Sukakarya/Sukajaya*) dengan ini
menerangkan batrwa benar
1. Nama

NIK
Jenis Kel,amin
Hubungan keluarga

2. Nnma
MK
Jenie l(slamin
Hubungan keluarga **)

adalah benar ahli waris dari ......... yang teLdh meninggal dunia pada hari
........ tanggal 2015 yang disebabkan karena...........

Demikian keterangan ahli waris ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila
terdapat kekeliruan dalam keterangan ini, kami bersedia bertanggungjawab iesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Sabang
pada tanggal .....20.,.

Keuchik Gempong .......

Catatan:
*) Nama kecamatan ditulis sesuai lokasi gampong.
**) Jumlah ahli waris disesuaikan dengan kebuhrhan.

r,_



I.A,MPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 41 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL BANTUAN SOSIAL
YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN UNTUK
DANA KEMATI.AN DARI PEMERINTAH KOTA
SABANG TAHUN ANGGARAN 2015

CONTOH SURAT KETERANGAN KEMATIAN

(o

Catatan:
*) Nama kecamatan dihrlis sesuai lokasi gampong.

(kop surat dinas keuchik)

SURAT KETERANGAN KEMATIAN' Nomor:

S"l"lritGampong Kecamatansukakarya/sukajayadenganinimenerangkan
bahwa benar:
- Nama :

-NIK:
- Tempat, tanggal lahir:
- Jenis Kelnmiq :
- Agama :

- Alemat

telah meninggal dunia pada hari ........ tanggal 20... yang disebabkan
karena.......-.--

Dikeluarkan di Sabang
pada tanggal .....2O...

Keuchik Gampong .......

Demikian keterangan kematian ini kami uuat aelgan sebenarnya dan apabila
terdapat kekeliruan d"llp keterangan ini, kani tcrscdia bertanggtingiawab sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berhE[I.


